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Abstract: Bureaucracy elites as leaders play a very important role in determining a guality of public
services. This research sought to understand! [) The behavior of Bureaucracy Elites in giving public
service. 2) Motive of their behavier and 3) quality of their service. This research show that the behaviar of
bureancracy elites are expressed by some decisions and actions which show discriminative behavior such
as giving special service fo the riling group of sociely with molive to save their position, allowing the staff
to give special service to the haves with motive to get more moneyv and loyalty of their staff, and giving
excellent service te all groups of sociely . especially in arremging for trivial matters with motive o get pride
and as sacrifice. Ax the impact of thefr discriminative behavior, bureaucracy elites can net perform excel-

lence service.
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Untuk mewujudkan pelayanan prima yang mampu
memberi kepuasan kepada masyarakat, peran pim-
pinan birokrasi. atau yang dalam hal imi disebut sebagai
elit birokrasi sangat menentukan. Karena pada
dirinyalah kewenangan untuk menentukan sejumlah
kebijakan/keputusan dan sekaligus menggerakkan
sumberdaya yang dimiliki guna melaksanakan
kebijakan-kebijakan tersebut.

Konsep tentang ehit sendini menurut Hofsteede
{(1991) dan Iberemsyah dalam Sumartono (1996)
dibedakan kedalam dua klasifikasi, vaitu elit formal
dan informal, elit formal adalah mereka vang meme-
gang jabatan dalam pemerintahan, dengan demikian
landasan pengaruhnva berdasarkan wewenang for-
mal atau peraturan resmi, sedang ehit informal adalah
mereka vang berpengaruh dan diakui sebagai pemim-
pin olch sekelompok masyarakal. karena itu dasar
pengaruhnya adalah kemampuan pribadi yang diakw
olch masyarakat. Dengan demikian, elit birokrasi dalam
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penelitian ini merujuk pada elit formal dalam konsepsi
Hofsteede, Iberemsyah, yaitu orang-orang yang seca-
ra legal memegang jabatan atau posisi-posisi penting
atau tinggi dalam organisasi pemerintahan,

Perilaku elit birokrasi dalam memberikan pelaya-
nan publik, bukan saja diwarnai dan ditentukan oleh
aspek-aspek yang ada di dalam diri elit birokrasi terse-
but tapi juga oleh lingkungan birokrasi di mana mereka
berada. Nadler dalan Thoha (2000), Robins (21006),
Luthan { 1995) menyatakan bahwa perilaku individu
dalam orgamisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam
diri individu (karakteristik individu) dan fakior-fakior
organisasi {karaktenistik organisasi).

Perilaku manusia bukan sekadar respon pada
stimuli secara otomatis. Manusia adalah organisme
aktif vang menafsirkan dan bahkan dapat mendistorsi
lingkungan. Menurut Lewin dalam Rahmat (1987)
perilaku manusia harus dilihat dalam konteksnya, peni-
laku bukan sckadar respon pada stimuli tetapi produk
berbagai gaya vang mempengaruhi secara sponian.
Lewin menyebui seluruh gava psikologis yang
mempengaruhi manusia sebagai ruang havat (/ife
space). Ruang ini terdiri dari tujuan dan kebutuhan
individu, semua faktor vang disadari dan kesadaran
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dirt. Dari konsep ind Lewin merumuskan perilalo
sebagat hasil interakst antara dint orang itu (persosn)
dengan hinglungan (Grmverosmment).

Semua orang vang herakal schat, apahilamela-
lukan perbuatan, pasti adavang diharapkan mel alw
perbuatan i, Perbuatan itu sendin dilandasi oleh ada-
nya suatu dorongan dan dalam dint sesecrang, vang
mengarah untuk berbuat sesuaty. Daya dorong dan
dalam inilah vang disebut ot f (Moenir, 20000, Mo-
tif dapattimbul dan dalam karena adakebutuhan dasar
matnsia yang b ersifatunversal dan dapat pulaberupa
dorongan dart luar (Moenir, 2000). Suaty tyuan atau
perilalo munglin merupalkan mam festas dan berbaga
kebutuhan yang berbeda-beda Dt lain prthak, pertlakon
yvang hethedabeda mungkin mencenminkan sua
kebutuhan vang sama (Hersey dan Blanchard 1992)

Perilalm vang dihasilkan oleh adanya motif
tetkuat oleh Mewcomb, et @f , dalam Trisnamansyah
{1984} disehutpenlal hermot £ vatu segalamacam
bentul tingleah lalon seseorang individu dalam ussha-
nya untuk mencapal suatu tujuan. Hersey dan
Blanchard {1392) menggolongkan penlaku untuk
mencapal yuan ity atas dua golongan, vatu penlak
vang mengarah pada tyuan, dan penlalo bertujuarn.
Perilalcu vang mengarah padatujuan adalah penl als
hemotifyvang diarahkan padapencapaan tiyuan. Elit
hirokrasi vang membutuhlkan tambah an pendap atan,
trisalnya, dap at sajamenavatlan pemberiloan layan-
at istimewa tethadap seseorang tertentu Penlala
elit hirokrast tersehut, yatu menawarkan pemberian
lavanan istimewa adalah perilalny yang diarshloan
padatyuan. Penlalou bertujuan ter adi j1ka seseorang
telah berada atan terlibat dal am tyyuan i sendin; yaity
jikaelit hirolrast vang dicontohlkan di atas melaksa-
nalzan pembenkan layanan istimewa van g dyatyikan-
fya

D1 mukatelah disinggun g bahwa dalam penlal
terkandung 3 aspek vattulehutuhan, tujuan danpert-
laly. Telah disingoung pulabahwa dapat atau tidalk-
nyamotifmendorong mewojutkan perlakuindividu
hergantung pada kekuatan motivas 1o sendin. Ada
dua faktor penting vang mempengarnht keloatan
tnotivas, vaitu pengharapan (expectasy) dan keterse-
diaan {erveilability). (Hersey dan Blanchard, 1992)
Pengharapan adalah peluang, menurit persepst indi-
vidy, untul memenab muaty kebutohan tertenty berd a-
sarkan pengalaman-pengalaman tmasa lampau,
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sedangkan ketersediaan adalah keterbatasan-
keterbatasan linglungan sebagaimana dipersepsikan
oleh individu terzebut. Pengharapan cenderung
metnpengaruh motif atan kebutuhan dan ketersediaan
cenderung mempenganibl persepst tentang tyuan.
Motif atau kebutuhan individu diarahkan kepada
tiyuan. Tiyuan dunterpretasikan oleh individu dalam
hubungannya den gan ketersediaannya, ap akah terse-
dia atan tid al tersedia di dalam linglungannya vang
hal i mempengaruhi pengharapannya, jikapengha-
rapan tnggl, kelmatan motivast akan meningkat.
Dengan demildan, aloan terjadi siklus hubungan antara
motif dengan pengharapan, dan tujuan, dan perilako
dalamn suatu sistem bermotif yang digambarkan oleh
Hersey dan Blanchard {1992 sehaga henlat ini.
&

Ferlsku yang

S TEEnE ';...I Woar mengaran

| J :-a:lafj.:a‘:
' :

H [ 3 [

¥ -—--
B Perbka
DeruluEn

1'r i
=== s

{Sumber: Hersep dan Blanchard (1992)) e

Tujuan penelitianing adalah untulk mermaharm dan
menganalisis: 1) penlaku elit birokrast dalam mewn-
judkan pel ayanan prima. 2) Motf yang mendazan
perilalon elit birokrasi dalam pemnbenan pelayanan
kepada masyarakat 3) kualitas pelayanan yang
mereka capai.

METODE

Peneliftan i mengounaloan pend eleatan kualitat £
vaity jents penelittan vang tidak sga herambist
mengumpulloan data dan sis kuantitasnya tetap lebih
inginmempetoleh pemaham an vang mendal am dibalile
fenomena vang berhasil direlam. Adapun format yang
digunakan adalah studi kasus Dengan format im,
peneliti mengkan secara cenmat aspek-aspek inter-
nial dan eksternal suatu kasus vang melelat dalam
keontel (Yin, 1984).

Adapun fokus dalam penelitian int dinnc sehaga
benkut
17 Perilal elit birokrast dalam mewujudian pel a-

anan prima
21 Motf vang mendasan penlaku elit hiroloras

dalam pemberian pelayanan kepada masvaraleat
) Kualitas pelayanan pritna vangmerela capa.
Lokasi dan situs penelitian 1n1 adalah Dinas
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Perijinan Pemenntah Kota Malang. Informan dipilih
menggunakan teknik purposit, yaitu elit birokrasi Dinas
Perijinan yang terdini dan seluruh level. Uniuk
kedalaman dan konfirmasi data, dipilih sejumlah staf
vang relevan dengan bidang yang diteliti, Selanjutnya
melalui teknik snmowball ditelusuri informan dari
masyarakal pengguna jasa. Baik biro jasa maupun
masvarakat pengguna langsung. Dengan demikian,
diperoleh sumber data vang menyeluruh sesuai
dengan tujuan penelitian dan kemantaban peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data vang diguna-
kan: 1) Wawancara mendalam (/ndepth Interview),
21 Observasi dan 3) Dokumentasi,

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dar
Miles dan Hubberman ( 1992) berupa analisis inter-
aktif: Dalam analisis interaktif, analisis data dilakukan
melalui tiga alur kegiatan vang terjadi secara bersa-
maan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penank-
an kesimpulan/verifikasi.

Untuk menetapkan keabsahan data dalam peneli-
tian ini, dilakukan teknik pemeriksaan yang berdasar-
kan kriteria: Derajat kepercayaan (credibility),
Keteralihan {fransferability), Kebergantungan (ele-
pendability) dan kepastian (confirmability).

I I.'ihl" ]
Perilaku Elit Birokrasi

Dialam mewujudkan pelayvanan prima, elit biro-
krasi Dinas Perijinan telah mengambil sejumlah kepu-
tusan. Keputusan tersebut ada yang bersifat terbuka
secara institusional dan ada yang bersifat tertutup atau
non msiitusional berupa komitmen tak lertulis. Komi-
men tidak tertulis, memainkan peran penting yang
meneniukan perilaku aparaiur birokrasi dalam membe-
rikan pelayanannya terhadap masyarakat ( Heady dan
Wallis dalam Karfasasmita. 1997).

Sejumlah keputusan tertutup yang diambil olch
ehit birokrasi meliputi : Keputusan atau komitmen tidak
tertulis untuk memberikan pelayanan istimewa kepada
mereka yang dipandang sebagai kelompok masyara-
kat berkuasa, yaitu mereka yang memiliki hubungan
istimewa dengan para pejabat tinggi. baik karena
hubungan keluarga, hubungan bisnis atau memiliki
kedudukan berpengaruh pada lembaga politik. Terha-
dap kelompok masyarakat sepert1 ini, elit birokrasi
telah berkomitmen memperlakukannya secara

istimewa, apapun wrusannya, divpayakan untuk mem-
berikan pelayanan vang sebaik-baiknya. Bahkan bila
perlu dirinya langsung turun tangan sendir. Syarai-
syarat yang tidak lengkapun tidak menjadi masalah,
semuanya dapat diatur,

Selain kelompok masyarakat vang oleh elit biro-
krasi dikenali sebagai kelompok masyarakat berkuasa,
elit birokrasi juga memilahkan publik vang menjadi
sasaran pelayanan sebagai kelompok masyarakat
kaya. Kepada mercka ini, elit memben kesempatan
atau keleluasaan kepada stafnya untuk memberi
pelayanan khusus. Pelayanan khusus ini dimas yarakat
sering dikenali sebagai pelayanan jalur TOL, vaitu
pelayanan yang sangat cepat yang diberikan kepada
mercka vang rela memberi imbalan berupa bonus
uang.

Tidak semua urusan dihubungkan dengan khala-
vak vang dilayani. Elit birokrasi juga berkomitmen untuk
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya tanpa
mempertimbangkan siapa vang dilayani, pelayanan
ini biasanya menyanglkut urusan kecil-sederhana atau
urusan yang menyanghut kepentingan umum. Untuk
urusan-urusan seperti ini elit birokrasi menegaskan
kepada seluruh stafnya untuk memberikan pelayanan
vang baik sesuai prosedur yvang berlaku.

Schagaimana telah dipaparkan bahwa sebagai
pimpinan lembaga, elit birokrasi Dinas Perijinan tidak
sccara langsung menangani proses penyelesaian
pemberian penjman. MNamun, unfuk menjamin keputusan-
keputusan atau kebijakan-kebijakannya berjalan
sesuail dengan harapan, elit birokrasi Dinas Perijinan
kadang-kadang secara langsung melibatkan dirt dalam
proses penvelesaian perijinan.

Bentuk-bentuk keterlibatan langsung ini berupa
interaksi langsung dengan pihak-pihak vang dilayani,
atau menangani sendiri penyelesaian urusan tersebut.
Selan 1, et birokrasi perijinan juga dapat melakukan
tindakan vang tidak secara langsung bersentuhan
dengan pemberian perijinan, seperti memberikan
pengarahan dan memonitor proses penyelesaian
perijinan yang ditangani oleh stafnya.

Tindakan terlibat menangani secara langsung
terjadi jika urusan yang ditangani tergolong urusan
besar, seperti pengurusan HO, IMB uniuk bangunan-
bangunan bertingkat atau mewah vang pemiliknya
orang-orang penting atau memiliki hubungan Khusus
dengan pimpinan atau elit tersebut, atau pemiliknya

JURNALAPLIKAST MANAJEMEN |VOLUME 7| NOMOR 4 | NOPEMEBER 2004




Kepemimpinan Birokrasi Pelavaman Publik

memiliki keterdekatan Khusus dengan pimpinan yang
lebih atas (Walikota). Tindakan pemberian pengarah-
an dan memonitor lerutama menyangkut urusan-
urusan besar yang pemiliknya orang-orang vang
diklasifikasikan sebagm kelompok masyarakat kaya.
Selain itu, elit birokrasi Dinas Perijinan juga sepenuh-
nva mendelegasikan urusan perijinan kepada stall
bawahannya terutama untuk hal-hal vang dipandang
sebagai urusan kecil-sederhana yang mudah ditanga-
ni, seperti pengurusan ijin reklame yang tidak per-
MaAngn.

Motif Perilaku Elit Birokrasi

Hasil penelusuran lewat pengamaian dan wa-
waneara, menunjukkan adanya sejumlah motif yang
melatarbelakangi kebijakan-kebijakan dan tindakan-
tindakan yang telah diambil oleh elit birokrasi Dinas
Perijinan.

Motif mengamankan atau mempertahankan
posisi sebagai elit, merupakan motif’ penting yang
melatarbelakangi perilaku elit birokrasi untuk berusaha
melayam sebaik-baiknya kelompok masyarakat ber-
kuasa, apapun urusan mercka, meskipun tidak menda-
patkan imbalan materi.

Motif utama vang melatarbelakangi sejumlah
perilaku responsif elit birokrasi Dinas Perijinan adalah
motif untuk menciptakan kesempatan mendapatkan
tambahan pendapatan. Pelayanan Perijinan membu-
tuhkan syarat-syaral yvang rumit, melibatkan banyak
msiansi sehingga mendorong masyarakat mencari
jalan pintas dengan jalan menawarkan bonus khusus
scbagai tambahan pada aparat birokrasi vang mela-
vaninya agar mendapatkan pelayanan khusus. Pada
saal yang sama, aparat birokrasi juga mengharap-
harap atau bahkan menawarkan terlebih dahulu untuk
membantu masyarakat, wal hasil ibaratnya gayung
bersambut, "kerjasama’’pun terjadi.

Tanpa loyalitas bawahan, scorang elit tidak
mungkin dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan
baik, kebijakan vang telah diambil oleh Elit birokrasi
Dinas Perijinan sebagai pintu menumbuhkan loyalitas
staf bawahan adalah membenkan kesempatan pada
staf untuk melayan secara khusus terhadap masya-
rakal yang berpunya guna mendapatkan tambahan
pendapatan. Kebijakan ini, satu sisi telah menimbulkan
loyalitas staf pada pimpinan (elit) karena staf merasa
pimpinan "mengerii” kebuluhan mereka. dan pada
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sisi lain kebyjakan 1m juga memberi ruang bagi elit
untuk mendapatkan tambahan penghasilan, baik vang
diperoleh langsung dart mereka-mereka yang secara
langsung minta bantuan jasanya, ataupun tambahan
vang diperoleh lewat “bagi-bagi hasil” dan penen-
maan stafnya.

Ruang kesempatan uniuk mendapaikan tambah-
an penghasilan ini diprioritaskan terhadap pelayanan
kelompok masyarakat kaya yang sedang mengurus
perijinan, khususnya jenis perijinan yang membutuhkan
penanganan yang cukup kompleks seperti IMB untuk
gedung-gedung bertingkat/rumah-rumah mewah, HO
termasuk reklame permanen yang membutuhkan
syarat-syarat yang cukup merepotkan, selain nantinya
juga membutuhkan rekomendasi atau pertimbangan.
Pilihan terhadap kelompok masvarakat berharta ini
diyakini sclain memang berkemampuan memberi
imbalan juga tidak berisiko karena umumnya kelom-
pok masyarakat im tidak banyak bicara menyebarkan
“rahasia” mereka.

Tidak semua elit memandang uang dan jabatan
schbagai motif dalam menjalankan tugasnya, motif
berprestasi juga dimiliki oleh elit Dinas Perfjinan. Motif
berprestasi vang mendasan pertlaku elit birokrasi,
pada satu sisi berkaitan dengan kepentingan untuk
meningkatkan dan mencapai target kualitas pelayanan
sechagaimana yang menjadi visi misi organisasi dan
mencapai target pendapatan dacrah pada sisi lain.
Pada saal vang sama, pencapaian target prestasi yang
dapat dirath, juga diharapkan memberi kontribusi bagi
penvelamatan dan peningkatan posisi elit.

Motif ni, selain dickspresikan melalui kebijakan
atau keputusan-keputusan institusional sebagaimana
vang telah dipaparkan sebelumnya, juga dickspresikan
lewat kebijakan tertutup untuk memberikan pelayanan
schaik-baiknya tanpa melihat siapa vang dilayani,
khususnya dalam melayvam wrusan-urusan sederhana
atau kecil, Pemberian pelayanan vang sebaik-baiknya
terhadap urusan-urusan sederhana ini, karena besar-
nya jumlah volume pekerjaan yang dilayani setiap
waktunya, pada gilirannya dapat menciptakan opini
positif terhadap pelayanan Dinas Perijinan. Dengan
opini positif yang terbangun oleh kebijakan elit birokrasi
[Minas Penjinan untuk membenkan layanan sebaik-
baiknya terhadap semua pihak Khusus untuk urusan
“keeil” ini, secara umum dapat menjadikan pelayanan
vang diberikan oleh Dinas Perijinan Pemkot Malang
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dinilai berkualitas oleh masyarakat. Penilman-penilai-
an negatif yang ada. terutama yang berhubungan
dengan penjnan untuk urusan-urusan “besar” dapat
tersamarkan oleh opini positif yang ada.

Selain motif berprestal, ada motif vang agak sulit
dibedakan dari motif berprestasi adalah motif pe-
ngabdian, motif pengabdian dimaknai sebagai motif
untuk mendapat penilaian hamba vang shaleh dari
“atas™ (Tuhan) terkait dengan upayanya melakukan
hal yang baik atas amanah jabatan vang dimilikinya.
Namun demikian. motif pengabdian ini lebih terungkap
melalui ckspresi verbal hasil wawancara yang menjadi
komitmen pribadi dan tidak terwujudkan dalam bentuk
kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
perilaku elit birokrasi pelayanan perijinan dalam mewu-
Judkan pelayanan prima, berlatarbelakang motif
mengamankan posisi jabatan , mendapatkan tambahan
pendapatan, menumbuhkan loyalitas staf bawahan,
berprestasi dan mengabdi.

Kualitas Pelayanan Prima

Kualitas pencapaian pelayanan prima belum
terwujud sebagaimana vang scharusnya, meskipun
ada sejumlah pelayanan telah dapat diselesaikan
sesuai dengan aturan yang ada (sesuai dengan batas
waktu yang ditetapkan). Pelavanan vang dapat disele-
saikan sesuai ketetapan waktu hanya perijinan yang
sederhana yang keseluruhan prosesnya ditangam oleh
Dinas Perjinan, dalam hal ini perijinan untuk INB
rumah-rumah sederhana, reklame insidentil, dan HO
vang cukup menyatakan SPPL. Sedang untuk perijin-
an vang membutuhkan keterlibatan instansi lain
melalui mekanisme rekomendasi dan pertimbangan
masih sangat jaul dari vang semestinya.

Berdasar dokumen hasil survei BPKP, satu-
satunya urusan yang dapat mencapai tingkat penyele-
saian sesuai dengan ketetapan protap hanyalah IMB
rumah-rumah sederhana vang tidak tingkat itupun
baru mencapai 73,11%. Sedang dan catatan LAKIP
uniuk tahun 2006 tercatat capaian tingkat pelayanan
prima sehesar 30%., di sis1 lain hasil penelusuran
peneliti sendin menunjukkan hal yvang cukup konsisten
dengan data-data vang lain. Untuk urusan-urusan
kecil-sederhanan vang dapat disclesaikan proses
kepengurusannya secara mandin oleh Dinas Perijinan,
seperii IMB rumah-rumah sederhana tidak tingkat.

reklame insidentil, HO vang tidak memerlukan
AMDAL cukup SPPL. telah mencapai angka diatas
6%, Namun. untuk urusan-urusan besar, menunjuk-
kan capaian yang masih sangat rendah, sckitar 20-
0%, Hasil 1 menunjukkan bahwa dalam tataran
praksis belum sejalan dengan ketetapan normatifnya,
bahkan masth sangat jauh capmannya kecuali uniuk
ijin pendirian bangunan tidak tingkat atau sederhana
dan reklame insidentil.

Demikian juga hasil dan penyebaran kuisioner
IKM, dari 14 item pertanyaan 5 (lima) item perta-
nyaan dinila kurang baik atau tidak memuaskan yaitu,
unsur prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan,
keadilan mendapatkan pelayanan, kewajaran biaya,
dan kepastian jadwal pelayanan. Kelima unsur tersebut
Jjelas merupakan unsur-unsur yang paling mendasar
dari pelayanan perijinan.

PEMBAHASAN
Perilaku Elit Birokrasi

Keberadaan elit birokrasi pada posisi pimpinan
dalam strukiur organisasi, telah menjadi legitimasi
sumber kekuasaan yang memben kewenangan cukup
leluasa untuk menentukan sejumlah kebijakan dan
tindakan. Kondisi ini membawa implikasi positif
sckaligus negatif terhadap kualitas pelavanan yang
diberikan Dinas Perijinan kepada publik yang membu-
tuhkan.

Implikasi positif terjadi ketika dengan kekuasaan
vang dimilik oleh elit birokrasi dimanfaatkan untuk
menetapkan kebijakan kebijakan vang aspirarif
terhadap harapan publik. Sebaliknya kekuasaan lerse-
but akan berimplikasi negatif ketika dengan kekuasaan
tersebul elit memanfaatkan untuk mendapaikan
keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Komitmen untuk memberikan pelayanan yang
schaik-baiknya, bahkan bila perlu dirinya langsung
turun tangan sendin terhadap kelompok masyarakat
vang memiliki hubungan istimewa dengan para pgjabat
tinggn. jelas berbenturan dengan nilai-nila elonomi
daerah, sekaligus menabrak prinsip-prinsip Good
Crovernance.

Demikian pula, dengan kebijakan atau komitmen
untuk Memben peluang atau keleluasaan kepada staf
unituk melayani secara khusus. kepada publik vang
dipandang berkemampuan [linansial, juga
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menggambarkan tidak responsifnya ehit birokrasi
pelayanan perijinan.

Sedang komitmen untuk memberikan pelavanan
schaik-baiknya kepada siapapun pihak vang dilavani,
tanpa membedakan posisi dan statusnya, khususnya
untuk pelayanan urusan kecil-sederhana jelas sejalan
dengan milai-nilai pelayanan prima dan tujuan otonomi
daerah sekaligus prinsip-prinsip Good Governance.

Namun dari semua komitmen vang telah diambil
olch elit birokrasi pelayanan perijinan, menyisakan
scbuah pertanyaan, yaitu bagaimana dengan masya-
rakat biasa yang mengurus urusan yang tergolong
besar-rumit (butuh rekomendasi atau butuh pertim-
bangan dari tim), tampaknya masyarakat inilah yang
harus dikorbankan. dalam artian harus rela untuk
dinomor duakan atau dibelakangkan oleh penanganan
urusan-urusan dari masyarakat berkuasa ataupun
masyarakal berharta.

Gambaran im tampaknya merupakan karakter
birokrasi sebagaimana vang dinvatakan oleh Marx,
bahwa dalam kehidupan di mana sistem kapitalisme
ditegakkan, birokrasi merupakan perpanjangan tangan
kekuasaan vang didominasi oleh klas dominan dan
berfungsi sebagai instrumen politik melakukan
eksploitasi dan penindasan terhadap kelas lemah
{kaum proletar). Birokrasi sebagai lembaga yang tidak
netral melainkan memihak pada klas dominan vang
menguasai Negara,

Perlakuan yang membeda-bedakan status
masyarakat scbagaimana vang dituangkan dalam
kebyjakan atau komiimen elit birokrasi pelayanan
perijinan, tampaknya juga sama dengan schagian dan
ciri=cirt kelemahan birokrasi vang dsinvalir oleh
Heady dan Wallis dalam Kantasasmita (1997), yaitu.1.
Birokrasi cenderung mengutamakan atau berorientasi
pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada
kepentingan masyarakal atau pencapaian sasaran
yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kelompok
imi selain berada di lingkungan internal birokrasi juga
vang berada di luar birokrasi dan diuntungkan oleh
birokrasi, 2. Apa yvang dinyatakan baik tertulis maupun
lisan oleh birokrasi sering tidak sesuai dengan realitas.

Kebijakan yang mendasarkan pada pengklasifi-
kasian masyarakal secara berbeda-beda vang ber-
implikasi terhadap perlakuan berbeda dalam pembe-
rian pelayanan ini, jika dilihat berdasarkan sejumlah
pedoman normatif vang berlaku, seperti: Keputusan
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Menpan Nomor 63/ KEP/M-PAN/2 2003 tentang Pe-
doman Umum Peny¢lenggaraan Pelayanan, Keputus-
an Menpan Nomor 25 KEPM-PAN/ 22004 tentang
pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), Keputusan Menpan Nomor 26/M-PAN/2/
2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuniabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik, Perda Nomor 11 Th. 2003 tentang Penyeleng-
garaan Pelayanan Publik Pemerintah Propinsi Jawa
Timur, jelas sangat jauh menyimpang. Dengan
demikian, kenvataan vang terjadi pada tataran praksis
berbeda dengan aturan-aturan yang ada. Tuntutan
untuk transparansi, tuntutan untuk berkeadilan dan
tidak diskriminasi, tuntutan untuk melibatkan masya-
rakat baik dalam menetapkan kebijakan dan penga-
wasan belum mewarnai kehidupn riel birokrasi
pelayanan publik.

Berangkat dari gambaran fakta atas sejumlah
tindakan vang diambil elit birokrasi Dinas Perijinan di
atas, semakin menegaskan bahwa komitmen tidak
tertulis, sebagaimana yang telah dipaparkan. memain-
kan peran penting vang menentukan perilaku aparatur
birokrasi dalam memberikan pelayanannya terhadap
masyarakat, scbagaimana vang disinyalir oleh Heady
dan Wallis dalam Kartasasmita (1997).

Mencermati pembahasan bentuk-bentuk penilaku
elit birokrasi Dinas Pertjinan, maka dapat disimpullan
bahwa dalam menctapkan kebijakan pelayanan per-
ijinan elit birokrasi telah membeda-bedakan masyara-
kat penerima layanan sebagai: Masyarakat berkuasa,
Masvarakat berharia, Masyarakat biasa. Sedang
urusan penjinannya sendin dibedakan kedalam urusan
besar atau rumit, urusan perjinan yang membutuhkan
rekomendasi dan pertimbangan Tim dan urusan kecil
atau sederhana, yaitu urusan perijinan yang tidak
membutuhkan rekomendasi dan pertimbangan Tim.
Kebyakan dan tindakan yvang diskrminatif im menecip-
takan adanva pelayanan istimewa, pelayvanan khusus,
pelayanan prima dan pelayanan biasa.

Motif Perilaku Elit Birokrasi

Setiap perilaku atau tindakan yang secara sadar
dilakukan seseorang selalu memiliki motif-motif
tertentu. Motif merupakan Dava dorong dari dalam,
motif dapat timbul dari dalam karena ada kebutuhan
dasar manusia vang bersifal universal, dan motf dapat
pula berupa dorongan dari luar (Moenir, 2000) Dalam
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konieks kehidupan berorganisast. motif=motif tersebut
dapat bersumber dari aspek kepentingan-kepentingan
dirt ehit birokral maupun kepentingan-kepentingan
organisasi. Bahkan dapat pula scbagai kompromi
sejumlah kepentingan mereka. Hal yvang sama terjadi
pada elit birokrasi Dinas Perijinan, saat merespon
tuniuian publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dari lembaga vang dipimpinnya. Tuntutan publik yang
dilayani akan bersinggungan dengan kepentingan-
kepentingan diri elit birokrat maupun kepentingan-
kepentingan organisasi. Ketersinggungan ini seringkali
berujung pada sejumlah konsensus, baik yang berupa
kebijakan maupun tindakan-tindakan.

Dinas Perijinan Kota Malang, termasuk dinas
penghasil vang dipandang sebagai tempat basah.
Sebagai dinas penghasil bagi Pemerintah Kota, Dinas
Perijinan juga memberikan peluang bagi personel-
personel di dalamnya mendapatkan imbas tambahan
penghasilan. Pandangan semacam ini telah menjadi
rahasia umum. Oleh karena itu, dinas ini menjadi salah
satu mcaran sejumlah birokrat di linglungan Peme-
rintah Kota Malang untuk dapat ditempatkan pada
dinas ini, terutama jika dapat menduduki posisi pim-
PII'HII:I.

Mencermati hasil penelitian, kKhususnyva atas
motif-motif yang menjadi latar belakang perilaku elit
birokrasi dalam pembenan pelavanan publik. menun-
Jjukkan adanya perbedaan dengan apa yang dinyatakan
oleh Maslow bahwa manusia memiliki motif yang
bersifat hierarki di mana tiap-tiap kebutuhan dipenuhi
secara berurutan, dan setelah kebutuhan tertentu
terpenuhi, kebutuhan berikuinya menjadi dominan
{dalam Robbins, 2006: dalam Luthans. 1993).
Sebaliknya, temuan dalam penelitian ini s¢jalan dengan
apa vang dikatakan Alderfer dalam Robbins (2006)
bahwa sejumlah motif dapat berjalan pada saat vang
sama.

Lebih jauh, Hersey dan Blanchard (1992) me-
nyatakan bahwa suatu tujuan atau perilaku mungkin
merupakan manifestasi dari berbagai motif yang
berbeda-beda. Di lain pihak. perilaku yang berbeda-
beda mungkin mencerminkan suatu motif yang sama.
Sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini,
permnyataan Hersey dan Blanchard tersebut terungkap
secara persis dalam temuan-temuan penelitian ini.

Dengan demikian. perilaku elit birokrasi Dinas
Perijinan berhubungan dengan. atau ditentukan oleh,

[akior siapa yang dilayam, dan urusan apa vang
ditangani dengan latar belakang motif yang beragam,

Kualitas Pelayanan Prima

Pemerintahan Negara pada hakekatnya me-
ngemban dua (2) fungsi pokok. yaitu pengaturan dan
pelayanan ( Siagian, 1994). Fungsi pengaturan dikaitkan
dengan hakekat nepara sebagai Negara hukum (/e-
gal State), sedang fungsi pelayanan dikaitkan dengan
hakekat negara sebagai Negara kesgjahteraan (Wel-
_.I’.'.'ut State),

Baik fungsi pengaturan maupun pelayanan pelak-
sanaannya diserahkan pada birokrasi pemerintah.
Berdasarkan perbedaan lugas pokok tersebut,
sekurang-kurangnya organisasi birokrasi dapat dibe-
dakan menjadi tiga kategori, yaitu: Birokrasi Peme-
rintah Umum, Birokrasi Pembangunan, dan Birokrasi
Pelayanan { Abdullah, 1991). Seiring dengan globali-
sasi yang membawa berbagai implikasi diberbagai
sekior kelidupan, mendorong birokras: pelayanan
publik untuk terus berbenah din meningkatkan kualitas
pelavanannya.

Pelayanan prima oleh Dinas Perijinan (sebagai
birokrasi pelavanan publik) dimaknan sebagai pela-
vanan vang berkualtas, transparan dan akuntabel
dengan tolok ukur adanya kesesuaian antara pelak-
sanaan pelayanan dengan ketentuan normatif’ Per-
aturan Walikota Malang nomor 13 tahun 2006 tentang
Sistem dan Prosedur Tetap (Protap) Pelayanan Per-
ijinan dan tercapaimya kepuasan masyarakat scbagai-
mana yvang dicerminkan dalam jawaban masyarakat
atas pertanyaan-pertanyaan dalam indeks kepuasan
masyarakat (IKM), tampaknya belum dapat terwu-

Meskipun ada sejumlah pelavanan telah dapat
disclesaikan sesuail dengan aturan yang ada (sesuai
dengan batas waktu yang ditetapkan). Pelayvanan yang
dapat diselesaikan sesuai ketetapan waktu hanya
perijinan vang sederhana yang keseluruhan prosesnya
ditangani olch Dinas Perijinan, Sedang untuk penjinan
vang membutuhkan keterlibatan mnstansi lain melalui
mekamisme rekomendasi dan pertimbangan masih
sangat jauh dari vang semestinya.

Pelayanan terpadu satu pintu secara penubh, tidak
berjalan scbagaimana mestinya. Hingga saat ini, mes-
ki proses pelayanannya dari mengajukan ijin sampai
penerbitan ijin ada di Dinas Perijinan tapi proses
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penvelesaiannya harus melibatkan mstansi lain, baik
menyangkut pemberian rekomendasi maupun pertim-
bangan dan bahkan untuk pemenuhan persyvaralan
vang harus dipenuhi oleh masyarakat pencari ijin.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam
tataran praktis, pelavanan perijinan belum berjalan
sesual dengan standar normatif vang telah ditetapkan
atau dengan kata lain pelayanan prima yang menjadi
visi dan misi Dinas Perijinan belum dapat dicapai
sepenuhnya.

Membandingkan sgjumlah pemikiran dengan
kajian teoritik penelitian i, tampak kualitas pelayanan
prima yvang ditampilkan oleh Dinas Perijinan Kota
Malang masih jauh dari gambaran ideal yang ada.
Penempatan masyarakat sebagai aktor penting dalam
penyediaan pelayanan melalui dialog guna melahirkan
kesepakatan dengan birokrasi pemberi layanan
sebagaimana vang disyaratkan dalam Citizen s Char-
rer maupun Perda Nomor 11 Tahun 2005, belum
menjadi realitas. Penetapan protap tidak melibatkan
peran serta dan kehadiran publik pengguna jasa
schagaimana vang diatur oleh Perda No. 11 dan vang
disyaratkan citicen’s charter

KESIMPULAN DAN SABAN
Kesimpulan

Perilaku elit birokrasi dalam pemberian pelavanan
publik divngkapkan melalui sgjumlah komitmen dan
tindakan. Komitmen-komitmen itu meliputi: pemberian
pelayvanan istimewa kepada kelompok masyarakat
berkuasa, pemberian peluang kepada stafuntuk mem-
beri pelayanan khusus pada kelompok masyarakat
berharta, pemberian pelayanan prima pada semua
kelompok masyarakat khususnya wrusan-urusan
sederhana.

Dalam upaya menjamin komitmen-komitmen
terscbut elit birokrasi Dinas Perijinan melakukan
sejumlah timdakan, yakn melibatkan diri secara lang-
sung, mengarahkan dan memonitor, serta medele-
pasikan secara penuh proses penyelesaian perijinan.

Sementara itu, aspek motif sebagai aspek per-
sonal yang memainkan peran penting. bahkan domi-
nan dalam membentuk perilaku elit birokrasi Dinas
Perjinan meliputi hal sebagai berikut: Motif menga-
mankan posisi jabatan. motif mendapatkan tambahan
penghasilan dan menumbuhkan royalitas bawahan,
motif berprestasi dan pengabdian
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Dialam tataran prakiis, pelayanan perijinan belum
berjalan sesuai dengan standar normatif vang telah
ditetapkan atau dengan kala lain pelayanan prima
vang menjadi visi Dinas Perijinan belum dapat dicapai
sepenuhnya.

Saran

Paradigma New Public Service (NPS) yang
mengusung nilai-nilai demokrasi dan menempatkan
masyarakat schbagai pemilik kepentingan publik vang
sebenarnya, mendesak untuk diterapkembangkan
dalam kehidupan birokrasi pelavanan publik di Indo-
nesia. Dengan penerapan paradigma ini. orientasi elit
birokrasi dapat diarahkan kepada kepentingan publik
secara lebih fokus,

Agar perilaku "liar” elit birokrasi dapat “dijmak-
kan™ penerapan New Public Service perlu didukung
dengan penerapan Citizen ¥ Charter, Citizen s Char-
fer merupakan suatu petunjuk dan referensi bagi biro-
krat dalam menjalankan tugasnya vang berisi hak-
hak vang dimiliki masyarakat dalam suatu pelayanan,
Jika dapat dinternalisasikan dengan baik. cifizen s
charter im mampu mendorong penyvelenggara pela-
vanan publik benar-benar menempaikan masyarakat
pengguna jasa sebagai pusat perhatian dari sistem
pelayanan.

Untuk menjamin tidak adanya penyimpangan
vang sering terjadi saat birokrasi melakukan transaksi
secara langsung (tatap muka) dengan publik, baik
pencrapan NP3 maupun citicen ¥ charter dapat
dikunei dengan diterapkannya Screen-Level Bureau-
cracy gagasan Bovens dan Zouridis. Dalam Konsep
Screen-Level Bureaucracy ini, transaksi tidak
dijalankan secara kontak langsung antara birokrat
dengan public. melainkan dilalukan lewat lavar
komputer. Dengan tidak adanya kontak langsung
dalam transaksi dan dengan mengalihkan transaksi
lewat layar komputer, seluruh informasi tentang
penyelenggaraan pelayanan menjadi bersifat publis,
schingga melahirkan transparansi. Adanya transparasi
ini memungkinkan dan memudahkan konirol secara
langsung, schingga segala bentuk penyimpangan dapat
dihindari.

Mengingat permasalan rumit yang sclama ini
dialami oleh masyarakat penerima layanan adalah
beratnya persyaralan vang proses pemenuhannya
harus melibatkan banyak pihak dan mstansi lain. Untuk
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i, disarankan agar dilaksanakan secara utuh sistim
pelavanan satu pintu dengan cara memberdayakan
staf jabatan fungsional vang telah ada untuk mena-
ngani tugas-tugas yang selama ini masih ditangani oleh
dinas-dinas tekms terkail. koordinasi dengan dinas-
dinas terkait cukup dilakukan melalui perumusan
kebijakan bersama vang pelaksanaannya dilakukan
sepenuhnya oleh Dinas Perijinan.

Last but not the least, upaya perbaikan membu-
tuhkan pendekatan yang komprehensif, oleh karena
itu, memberikan kecukupan materi sebagai bagian
dalam kebutuhan kehidupan tak dapat diabaikan.
Tanpa adanya peningkatan yang memadai dan ber-
keadilan dalam hal gaji, upaya apapun berpeluang tidak
efektif. Untuk itu, peningkatan kemakmuran segenap
aparat birokrasi dengan kenaikan gaji merupakan hal
vang tak dapat ditawar-tawar.
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